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ABSTRAK 

 

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa. Saat ini BUMDes Tunas 

Jaya Asri belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, dimana pemahaman 

mengenai perpajakan pada BUMDes belum begitu baik. Sehingga pada penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan di BUMDes Tunas 

Jaya Asri dalam aspek perpajakan dan membayar pajak. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi, 

observasi, dan wawancara bersama dengan direktur BUMDes Tunas Jaya Asri. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa BUMDes Tunas 

Jaya Asri masih belum patuh BUMDes Tunas Jaya Asri belum mematuhi atau belum 

patuh atas kepatuhan wajib pajak badan dan atas pembayaran pajaknya. 

 

 

Kata Kunci : BUMDes, Pajak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah dalam mengelola negaranya membutuhkan suatu pemasukan agar negara 

tersebut dapat mengalami kemajuan ataupun negara tersebut dapat membuat 

masyarakatnya mempunyai kehidupan yang layak dan kesejahteraannya terjamin. 

Pemasukan yang dijadikan salah satu tumpuan pemerintah adalah pajak. Dengan 

jumlah penduduk yang banyak diharapkan pemerintah akan mendapatkan suatu 

jumlah pendapatan yang lumayan banyak. Sehingga pemerintah dapat melakukan 

pembangunan negara tersebut dan akhirnya dinikmati oleh masyarakat. Sehingga 

pajak dapat dikatakan sebagai sumber penghasilan negara. (Putri, Septriana, 2020). 

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, menurut Undang-

Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib bagi 

warga negara yang diberikan kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya 

kemakmuran rakyat. (Resmi, 2019) 

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dibagi dalam tujuh sektor yaitu 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 

Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea 

Masuk dan Cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang–undang 
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perpajakan yang berlaku. Umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah 

memiliki penghasilan dengan besaran tertentu. 

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Penyumbang terbesar penerimaan negara adalah 

subjek pajak atau yang bisa disebut wajib pajak, salah satunya adalah wajib pajak 

orang pribadi. Penerimaan negara digunakan sebaik-baiknya untuk membangun dan 

memakmurkan negara. Tanpa adanya wajib pajak, pemerintah tidak mungkin dapat 

membangun negara untuk keperluan rakyat. (Prabandaru,2019) 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik 

Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan 

hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, 

memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa 

pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit usaha 

BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan 

bidang ekonomi dan/atau prlayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan 

fungsi dan tujuan BUM Desa. 

BUMDes merupakan salah satu wajib pajak badan yang sama halnya dengan badan 

usaha lainnya seperti CV dan PT. Hanya yang membedakan terletak pada 
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kepemilikan karena pada dasarnya BUMDes dimiliki oleh pemerintahan desa. 

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa 

guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha 

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak 

(WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 

Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. 

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan 

Indonesia menganut sistem Self Asessment di mana dalam prosesnya secara mutlak 

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan 

melapor kewajibannya. Saat ini BUMDes Tunas Jaya Asri belum melakukan 

kewajibannya sebagai wajib pajak, dimana pemahaman mengenai perpajakan pada 

BUMDes belum begitu baik. BUMDes Tunas Jaya Asri yang memiliki usaha 

dibidang perdagangan, peternakan, dan jasa yang bertempatkan di Desa Ceringin 

Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, masih belum melakukan 

kewajibannya dalam aspek perpajakan sebagai Wajib Pajak. Untuk itu penulis 

berinisiatif memberikan judul “TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA BUMDes TUNAS JAYA 

ASRI”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

“Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak BUMDes Tunas Jaya Asri dalam aspek 

perpajakan dan membayar pajak?” 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Untuk memberikan pemahaman tentang tingkat kepatuhan wajib pajak BUMDes 

Tunas Jaya Asri terhadap aspek perpajakan. 

 

1.4 Tujuan Laporan Akhir 

1. Untuk mengetahui pemahaman pajak pada BUMDes Tunas Jaya Asri 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap pemahaman pajak dan tingkat 

kepatuhan wajib pajak badan BUMDes Tunas Jaya Asri 

 

1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan Laporan Akhir yang dibuat, 

antara lain: 

 

a. Bagi BUMDes Tunas Jaya Asri 

Manfaat bagi BUMDes Tunas Jaya Asri adalah dapat dijadikan sebagai masukan, 

saran, dan pemahaman yang dapat diterapkan pada pembayaran pajak, sekaligus 

untuk menjalin hubungan baik dengan pihak Perguruan Tinggi. 
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b. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis adalah sebagai media untuk menerapkan atau mengaplikasikan 

teori-teori yang telah dipelajari di masa bangku perkuliahan. 

 

c. Bagi Pembaca 

Manfaat bagi pembaca adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan dan sebagi 

penunjang penelitian yang akan datang. 

  



 
6 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai sumber 

penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan 

undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. (Rahayu, 

2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran 

rakyat. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada 

dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas 

rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Terdapat dua fungsi pajak, 

yaitu sebagai berikut : 
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a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak memiliki fungsi budgetair,yang artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran. 

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan 

uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. 

 

b. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak adalah sebagai 

alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerinta dalam 

bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di 

luar bidang keuangan. 

 

2.2 Jenis – Jenis Pajak 

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 

pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga 

pemungutnya. 

 

2.2.1 Pajak Menurut Golongan 

Berdasarkan pengelompokkan menurut golongan, pajak dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu : 
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a. Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak 

dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Pajak 

harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat 

suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan 

terutangnya pajak. 

 

2.2.2 Pajak Menurut Sifat 

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Subjektif 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib 

Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. 

b. Pajak Objektif 

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa 

benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan 

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan 

pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. 

 

2.2.3 Pajak Menurut Lembaga Pemungut 

Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 
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a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara pada umumnya. 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik 

daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak 

Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

2.3 Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan yaitu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang 

pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh. Jenis pajak penghasilan 

ini memiliki beberapa macam yang diatur dalam Undang-Undang khusus. 

Disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, 

penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang 

dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kesimpulannya yaitu 

pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang 

pribadi maupun badan atas setiap kemampuan ekonomis yang diterima oleh 

wajib pajak. 
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2.3.1 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk ; 

a. Penggantian atau imbalan 

b. Hadiah 

c. Laba usaha 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk: 

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal; 

2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan,  

persekutuan, dan badan lainnya; 

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau 

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; 

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, 

atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan 
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keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan 

usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungn dengan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara 

pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 

pertambangan 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang 

g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 

n. Premi asuransi 
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o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentun umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. Surplus Bank Indonesia. 

 

Warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai 

Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 

Indonesia dengan ketentuan: 

a. Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; dan 

b. Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi 

subjek pajak dalam negeri. 

 

Penghasilan yang dapat dikenakan Pajak bersifat final: 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, Bungan atau diskonto surat berharga 

jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga 

simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi 

orang pribadi; 
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b. Penghasilan berupa hadiah undian; 

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 

saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan modal 

ventura; 

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan; dan 

e. Penghasilan tertentu lainnnya, termasuk penghasilan dari usaha yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mrmiliki peredaran bruto 

tertentu, 

 

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya : 

1. Subjek PPh Orang Pribadi 

Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang 

mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) 

Orang Pribadi (OP) ini terdiri dari : 

a. Subjek PPh OP Dalam Negeri 

Subjek PPh OP Dalam Negeri ini berlaku bagi yang telah 

menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya 

melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

b. Subjek PPh OP Luar Negeri 
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Subjek PPh OP Luar Negeri ini berlaku bagi yang menerima 

atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia 

maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

2. Subjek PPh Warisan yang belum terbagi 

Merujuk pada Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008, yang 

dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh adalah atas 

penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan. 

 

3. Subjek PPh Badan 

Subjek PPh Badan adalah sebagai subjek pajak penghasilan terdiri 

dari : 

a) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 

b) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 

4. Subjek PPh Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Subjek PPh Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah subjek pajak 

penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan 

subjek pajak badan dalam negeri. BUT merupakan bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi 

maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia. 
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2.4 Wajib Pajak 

2.4.1 Pengertian Wajib Pajak 

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Wajib Pajak adalah orang 

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki 

pendapatan atau penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 

yang sudah di tentukan. 

Wajib pajak orang pribadi terbagi mejadi dua, yakni : 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri 

2. Wajib Pajak Badan 

Wajib pajak badan adalah suatu badan yang meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku 

 

2.5 Pajak Badan 

2.5.1 Pengertian Badan 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 badan adalah sekumpulan 

orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
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maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Pajak Badan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan 

di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari 

dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya 

menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. 

2.5.2 Subjek Pajak Badan 

Dalam Pasal 1 UU PPh, subjek pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasila 

n disebut sebagai wajib pajak. Yang disebut dengan wajib pajak badan adalah 

badan yang telah memenuhi kriteria subjektif (masuk dalam lingkup definisi 

badan) dan kriteria objektif (memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak). 

Yang termasuk subjek pajak badan adalah Badan dan Bentuk Usaha Tetap 

(BUT). Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 UU PPh, subjek pajak badan terdiri 

dari : 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri 

Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia. 
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2. Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan/atau 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau 

memperoleh penghasilan di Indonesia dengan/atau tanpa adanya 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 

3. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia, yang dapat berupa: 

a. tempat kedudukan manajemen; 

b. cabang perusahaan; 

c. kantor perwakilan;dll. 

2.5.3 Objek Pajak Badan 

Yang menjadi objek pajak badan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis 

yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib 

pajak yang bersangkutan. Objek pajak badan 

1. Penghasilan Badan Dalam Negeri 

Objek pajak badan dalam negeri adalah semua penghasilan yang diterima 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri oleh badan 

2. Penghasilan Badan Luar Negeri 

 

Penghasilan wajib pajak luar negeri terbagi menjadi dua, yaitu : 
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a. Penghasilan Wajib Pajak Badan Luar Negeri BUT (Badan Usaha Tetap) 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Objek 

Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah : 

1) Penghasilan dari usaha atau kegiatan Bentuk Usaha Tetap tersebut dan 

dari aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Bentuk Usaha Tetap 

2) Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, 

dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan 

atau yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia 

3) Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau 

diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif 

antara Bentuk Usaha Tetap dan aset atau kegiatan yang memberikan 

penghasilan tersebut. 

 

b. Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri Bukan BUT 

Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang diterima oleh 

Badan Luar Negeri berupa penghasilan modal yang bukan berasal dari 

usaha atau kegiatan di indonesia. Contohnya yaitu seperti dividen, bunga, 

royalti serta hadiah. 

2.5.4 Objek Pajak yang Dikenakan PPh Final 

PPh Final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan dari total 

pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Menurut Undang-Undang 

PPh Pasal 4 ayat (2) penghasilan yang dikenakan PPh Final yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Pajak Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi 

2. Hadiah undian 

3. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal 

4. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa, 

dan sewa tanah dan/atau bangunan 

 

2.6 Tarif PPh Badan 

Tabel 2.5.1 Tarif PPh Badan 

Peredaran Usaha / Penjualan Tarif Dasar Hukum 

< 4.800.000.000 50% x 22% Pasal 31 E 

4.800.000.000 – 50.000.000.000 50% x 22% Pasal 31 E dan Pasal 17 

22% 

>50.000.000.000 22% Pasal 17 

 

2.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

2.7.1 Hak Wajib Pajak 

Berikut adalah hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 

2007, yaitu : 
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1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan 

Masa 

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan 

kriteria tertentu 

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan 

cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara 

lain kepada Direktur Jenderal Pajak. 

4. Membentulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal 

Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan 

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil 

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 
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2.7.2 Kewajiban Wajib Pajak 

Berikut ini adalah kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 28 

Tahun 2007, yaitu : 

1. Mendaftarkan diri/badan usaha pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah 

memenuhi persyaratan objektif dan subjektif 

2. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan atau dapat disebut 

Lapor SPT 

3. Menyetor atau membayar pajak 

4. Membayar pajak terutang tahun sebelumnya 

 

2.8 Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak adalah sifat patuh akan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kurangnya pengetahuan akan perpajakan dapat berujung pada 

ketidakpatuhan. Kepatuhan pajak sangat penting yang berkaitan dengan 

upaya menghindarkan diri dari kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak yang 

dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) untuk 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni : 

1. Kepatuhan formal 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak  

berupaya memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. 
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Contoh dari kepatuhan formal adalah wajib pajak mendaftar, 

menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya 

2. Kepatuhan material  

Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana WP secara 

substantif telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 

yakni sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya dengan 

mengisi SPT Tahunan secara lengkap dan ddengan sebenar-benarnya. 

 

Kepatuhan dapat di definisikan berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak 

sebagai berikut : 

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 

2. Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) 

secara benar, lengkap dan jelas 

3. Serta kepatuhan dalam pembayaran piutang perpajakan. 

 

2.9 Pengertian BUMDes 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Menurut Peraturan Pemerintah No 11 

Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang 

selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa 

dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, 

mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, 
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dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut beberapa fungsi BUMDes, sebagai 

berikut : 

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta 

pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi 

desa 

2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang 

dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan 

mengelola lumbung pangan desa 

3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan 

asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber 

daya ekonomi masyarakat desa 

4. Pemanfaatan asset desa guna enciptakan nilai tambah atas asset desa 

5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Untuk melakukan penelitian agar berjalan dengan lancar dibutuhkan 

perencanaan penelitian atau yang biasa disebut dengan Desain Penelitian. 

Keberhasilan suatu penelitian yang dimulai dari proses hingga selesai menjadi 

strategi agar desain penelitian tersebut bisa didapatkan dengan baik. Dalam 

pembuatan laporan ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat 

Deskriptif Kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berasal dari 

wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen yang 

mendukung. Tujuan menggunakan Penelitian bersifat Deskriptif Kualitatif 

agar penulis dapat menggambarkan kondisi keadaan yang terjadi. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

Data Kualitatif, data ini diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan, dan 

dokumentasi. Jenis data ini umumnya bisa diamati sehingga menghasilkan 

suatu informasi. 
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3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung 

dapat melalui media seperti wawancara, survei, pengamatan, maupun 

dokumentasi bersama narasumber yang berkaitan dengan BUMDes 

Tunas Jaya Asri. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dapat diperoleh melalui 

berbagai media lain seperti data data yang ada di dalam buku yang 

dijadikan referensi. Contoh media lainnya seperti : 

a. Undang-Undang Perpajakan 

b. Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) 

c. Buku Perpajakan Siti Resmi Edisi 11 

d. Jurnal 

e. Internet 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis selama melakukan 

kegiatan PKL di BUMDes Tunas Jaya Asri sebagai berikut : 

1. Wawancara narasumber  

Wawancara yaitu sebuah proses pengumpulan data dengan cara 

menggali informasi terhadap penanggung jawab BUMDes yang 
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hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pembentukan laporan 

penelitian. 

 

2. Aktivitas pengamatan atau observasi 

Dalam aktivitas pengamatan ini penulis dapat mengamati serta 

melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diberikan pada 

saat wawancara narasumber sebelumnya. Data yang diperoleh dapat 

berupa dokumen atau catatan laporan yang telah tersusun di dalam 

arsip serta bukti yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

 

3. Internet 

Internet merupakan suatu jejaring sosial yang dimana penulis dapat 

mengakses pengetahuan lebih banyak tentang penelitian yang terkait. 

Proses pencarian sumber yang mengenai penelitian seperti yang 

terdapat di dalam Undang-Undang dan jurnal-jurnal terkait. 

 

3.4 Objek Kerja Praktik 

3.4.1 Lokasi 

Lokasi Praktik Kerja Lapangan penulis berada di BUMDes Tunas Jaya Asri, 

yang tepatnya berada di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, 

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. 
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3.4.2 Waktu Kerja Praktik 

Waktu Pelaksanaan PKL (Praktik Kerja Lapangan) : 17 Januari 2022 sampai 

dengan 04 Maret 2022 

 

3.5 Profil Singkat BUMDes 

3.5.1 Profil BUMDes 

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Tunas Jaya Asri berdiri sejak 2016, 

BUMDes Tunas Jaya Asri usahanya bergerak dibidang dagang, peternakan, 

pertanian, dan jasa. BUMDes ini beralamatkan di Jalan Raya Asri, Desa 

Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi 

Lampung, Kode Pos 34541. BUMDes yang berdasar hukum pada Peraturan 

Desa atau PerDes No.2 tahun 2021 pengganti PerDes No.4 tahun 2015, sub 

bidang usahanya sebagai berikut: 

1. Tahara 

Tahara adalah Tabungan Hari Raya yang dimana masyarakat setempat 

menabung di setiap minggunya hingga pada saat hari raya tiba, tabungan 

tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk sembako ataupun uang. Pada sub 

bidang tahara ini, pengurus BUMDes mempermudah masyarakat menabung 

untuk mendekati hari raya yang dimana tidak ada nominal minimum dalam 

menabung per minggunya. 

2. Perdagangan 

Dalam sub bidang perdagangan BUMDes Tunas Jaya Asri menjalankan 

usaha dagang sembako misalkan seperti beras, minyak, gula, dan bahan 
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kebutuhan rumah tangga lainnya. Pada sub bidang perdagangan ini juga 

BUMDes Tunas Jaya Asri memasok dari warung ke warung dengan sistem 

pembayarannya seminggu setelah pengambilan barang dari BUMDes atau 

seminggu setelah barang di antarkan ke warung/tempat usaha masyarakat, 

tentunya dengan harga yang relatif lebih murah. 

 

3. PAM Desa 

Sub bidang usaha PAM Desa, dimana BUMDes Tunas Jaya Asri 

menyediakan PAM Desa yang dapat di akses masyarakat dengan harga yang 

murah. 

4. Peternakan 

Sub bidang peternakan yang dijalankan oleh BUMDes Tunas Jaya Asri ini 

yaitu peternakan sapi. BUMDes Tunas Jaya Asri membeli sapi lalu akan di 

ternak atau dikelola oleh pihak lain atau peternak sapi di desa Ceringin Asri 

tersebut. Yang dimana sistemnya adalah sapi yang diternak begitu 

menghasilkan anak induknya akan dikembalikan lagi ke pihak BUMDes dan 

anak sapi nya menjadi milik peternak tersebut. Dalam hal ini BUMDes Tunas 

Jaya Asri membantu atau memberikan kesempatan untuk para peternak sapi 

yang tidak memiliki modal lebih agar dapat maju dan berkembang. 

5. Pertanian 

Dalam bidang pertanian, BUMDes Tunas Jaya Asri pada awal tahun 2022 

mulai menjalankan program pertanian seperti menanam pisang dan hutan 

coklat. 
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3.5.2 Visi dan Misi BUMDes 

3.5.2.1 Visi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Jaya Asri tentu saja memiliki visi 

dan misi dalam menjalankan usahanya. Berikut visi BUMDes Tunas Jaya Asri 

yaitu: 

1. BUMDES Tunas Jaya Asri menjadi desa yang mandiri 

2. Meningkatkan ekonomi di Desa Ceringin Asri 

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ceringin Asri 

 

3.5.2.2 Misi 

Misi dijalankannya BUMDes Tunas Jaya Asri yaitu sebagai berikut : 

1. Menjadikan BUMDes sebagai tempat ladang inspirasi motivasi untuk 

kesejahtraan masyarakat Desa Ceringin Asri 

2. Dengan terbentuknya BUMDes Tunas Jaya Asri untuk menjadikan 

desa Ceringin Asri sebagai desa yang mandiri 
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3.5.2.3 Struktur Organisasi BUMDes 

 

 

Struktur Organisasi 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Jaya Asri 

Desa Ceringin Asri 

Kecamatan Way Ratai 

Kabupaten Pesawaran 

Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh wajib 

pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dengan mengikuti aturan yang 

berlaku pada sistem perpajakan di Indonesia. BUMDes dapat ikut andil dalam 

melakukan kewajiban sebagai wajib pajak badan. Dengan berdasarkan 

informasi, data, dan wawancara yang didapatkan oleh penulis bersama dengan 

perangkat BUMDes untuk kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak 

di BUMDes Tunas Jaya Asri, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya: 

1. Dalam tingkat kepatuhan wajib pajak badan BUMDes Tunas Jaya Asri, 

masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu seperti 

mendaftarkan diri, lapor SPT, dan membayar pajak. 

2. Dalam proses pembayaran pajak untuk BUMDes Tunas Jaya Asri, BUMDes 

belum melakukan atau belum membayar pajak. 

3. Dalam pembuatan NPWP, penulis telah membantu untuk mendaftarkan 

pembuatan NPWP secara online untuk BUMDes Tunas Jaya Asri. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diketahui bahwa BUMDes Tunas Jaya 

Asri belum sepenuhnya menjalankan kewajiban dalam aspek perpajakan atas 

kepatuhan wajib pajak badan BUMDes dalam membayar pajak badan. Atas dasar itu 
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penulis menyarankan bahwa BUMDes Tunas Jaya Asri perlu meningkatkan lagi 

kepatuhan dalam aspek perpajakan seiring dengan perkembangan BUMDes Tunas 

Jaya Asri. 
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